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l.l. Latar Belakang

Usaha Miko Kecil dan Menenegah (selanjutnya ditulis UMKM) tidak ada

yang tahu persis sejak kapan ada di muka bumi ini. Tetapi jika dilihat dari

aktivitasny4 maka UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi

Mt pcr dagarqan. (E 4n, 20 I 6\.

Usaha kecil dan menengah (LKM) mempunyai pemn yang strategis dblam

membangun perekonomian suatu Degara ataupun daerah. Kementerian Koperasi

dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa

sekitar 99,99% (62.9 jltz unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di lndonesia

(2017), sementara maha besar hanya sebrnyak 0,017o atau s€kitar 5400 rmit.

Usaha Miko menyerap sekitar 107,2 juta tenaga keda (89,?%), Usaha Kecil 5,7

juta (4,74o/o), dan Usaha Menengah 3,73 jutz (3,11%); sementara Usaha Besar

menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyenp

sekitar 9770 tenaga ke{a nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar

3% dmi total tenaga ke{a nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah

mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, Ketika

badai krisis moneter melanda lndonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan

molengah yang rslatif mampu bertahan dibandingkan pcrusahaar besar. Karerla

mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau
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pinJaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingg4 ketika ada fluktuasi nilai

rukar, perusahaan berskala besar yang secam umum selalu berurusan dengan mata

uang asing adalah yang plingberptensi mergalami imbas krisis.

Di indonesia posisi usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) telah lama

diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai pemnannya

yang riel dalam perekonomian. Mdai &i pernbenhftan pDB sekitar 63,59yo,

kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar g9,45o/o atau sangat besarnya

jumlah unit ',saha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang

ada. Disamping itu keberadaan dari LJMKM itu sendiri merupekan salah satu

upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan

t MKM yang tetrah te6diti memiliki daya taban yang retatif kuar dalam

menghadapi kisis ekonomi.

Di Indonesia, dimana pelaku usaha terlalu banyak didominasi oleh Usaha

Mikro, dan terlalu sedikit di usaha kecil maupun menengahnya. Untuk itu kita

sangat berharap dengan strategi yang tepat dapat mengembangkan UMKM

khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah UMKM yang harus dinaikl<an

kelasnya, dari usaha miko menjadi kecil atau menergah selanjurrya sampai

mencapai usaha besar dan mapan. Melalui pengembangan Kewirausahaan

Terpadu (PKT) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat

pengangguan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta

mendayagunakan potensi ekonomi kota Jakarta yang tertuang dalam peraturan

Gubemur Noftor r02 Tahun 201t rerang pengembuigari Kewinusahaan

Terpadu.



J

Peningkatan kapasitas wirausaha dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan

meliputi pendaftaran, pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, pemasaran,

Wlaryan keuangan dan fasilitasi permodalan.Berdasa rkan database pizinan

usaha mikro dan kecil, pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta disebutkan sebanyak 45.1 64 iz;rl,lnon izin

yang termasr.d( kategori lJsalra Mi*ro dan Kecil berhail diterbitkan selama

periode tahun 2018 sampai dengan awal Marct 2019. Adapun 45.164 izin/non izin

tersebut, dengan rincian sebanyak 19.795 merupakan Izin Usaha Mikro dan Kecil

(IUMK) dan 25.369 Izinlnon izin rerkait usaha miko dan kecil lainnya yang

terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Milao dan SIUp Kecil,

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Sp-pRf) dan Surat

Keterangan Usaha (SKU). Selanjutnya dari total 19.795 IUMK, sebanyak g.348

IUMK diterbitkan dengan kategori UMK binaan perangkat daerah melalui

prognm Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (pKT) atau program OK OCE,

yang terdiri dri 7 .295 IUMK diterbitkan sepanjang tahun 2018 dan 1 .053 IUMK

diterbrtbn periode Jan,ari s.d. awat lvlaret 2019- Dara terebut rnerupakan data

al aI sa pefiohofl mengajukan izir\ rrrmfit dapat mernungkinkan ketika

pemohon sudah memiliki Izin usaha lalu bergabung dengan program

pengembangan kewirausahaan terpadu.

Program PKT merupakan salah satu program pengembangan

kewirausahaan terpadu di Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan berbagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKpD) pemerinuh hovinsi DKJ Jakara sepErri

Disparbud, DKUKMP, DPE, Disnakertrans, Dinsos, DppApp dan DKpKp
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sebagai pembina pengusaha UMK. Program pengembangan kewrrausalaan

terpadu bukan hanya dapat dilihat dari Jumlah IUMK yang diterbitkan tetapi Juga

perizinan usaha Miko dan Kecil lainnya_ Gambaran capaian pelaksanaan

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui 7 tahapan (pendaftaran,

pelatihan, pendampingan usaha, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan

fasilitasi permodalan) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 terlihat dari jumlah

pendaftar 43.755 peserta yang memperoleh legalitas perizinan sebanyak 9,071

Wsefia (2,07o/o). masih kecil sekali para pengusaha yang mendaftarkan usahanya

untuk memperoleh legalitas perizinannya yaitu Izin Usaha Miko Kecil (IUMK).

Tabel 1. Capaian Pelaksanaan PKT Tehun 20lB

Kota i pt P2 P3 P4 P5 P6 P7
I Pusat 8.747 8.076 5.191 1944 688 334 l7
) Utara 8 395 8.395 6 163 1 930 673 0
3 Barat 8.441 5 913 1.517 1,401 t.242 658 70

Selatan 9.130 s.3 88 2.005 1. 168 96s ts2 7
5 Timur 7.309 6.359 3.701 2.008 879 447 39
6 Kep. Seribu 1.733 917 640 225 220

Total 43.755 35.048 19.217 9.071 4.667 1.808 136

No.

Sumber: Dinas KoperasiUsaha Kecil Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta

Dari tabel 1. Tersebut terlihat bahwa masih kecil para pengusaha baru

mendaftarkan usahanya untuk mendapat penzinan. Terdapat kesenjangan yang

jelas antaratarget peng€mbangan PKT yang harus dicapai yaitu 10.000 calon wira

Usaha Baru.Berbagai Inovasi pelayanan dirancang untuk lebih memudahkan

komunikasi antara DPMPTSP dengan warga, antara lain untuk mengurangi

biaya transportasi, mengurangi waktu antrian, dan membatasi temu muka fisik

J
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sehingga dapat menghilangkan potensi prakrek kolusi dan pungli, salah satunya

dengan meluncurkan pelayanan seczra online melalui intemet.

Berdasarkan amanat Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 205

tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Secara Elektronik, maka DPMPTSP sejak Desember ZO15 mulai

menyelenggarakan system pelayanan perizinan elekhonik atau online. Dengan

dimulainya akses perizinan elektronik, maka hubungan interaktif dengan dunia

usaha untuk kemudahan layanan dan reformasi perizinan mulai t€rhntuk,

Pelaksanaan perizinan online ini dapat mengurangi kontak antara petugas

pelayanan dengan masyarakat sehingga proses perizinan usaha yang transparan

dapat diwujudkan olch PTSP. Pelaksanaan perizinan online ini juga sejalan

dengan misi DPMPTSP mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk

mmpercepat pelayanan, dan meningkatkan kual itas pelayanan perizinan dan non

perizinan secara professional. Pada tahun 2015, 9 layanan dari 518 ijin/non ijin

dapat diproses secara online, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi

60 layanan dari 4?6 ijinlnon rjin, dan Wda tahun 2017 meningkat lagi menjadi

200 layanan dan 269 ijin/non ijin atau 74 persen yang dapat diproses secara

online.

Pelaksanaan perizinan elektronik ini masih mengalami beberapa

masalah antara hin khusus untuk pelayanan perizinan Izin Usaha Mikro Kecil

(IUMK):

L Kendala Teknis Operasional, permasalahan umumnya te{adi dalam lingkup

teknis operasional seperti tegadinya error jaringan dan listrik mati.
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2. Belum maksimalnya masyarakat menggunakan pelayanan perizinan online,

Mayoritas pemohon masih menggunakan sistem oflline dengan datang

kekantor PTSP terdeka beberapa alasan yang ditemukan di lapangan antara

lain Sebagian masyarakat masih buta ifiemet (eJiterag.,). sebagian

masyarakat mencoba menggunakan aplikasi perizinan online tetapi harus

beberaga kdi dipandn olch WB et fuE bolak batik ke otrtlet pTSp,

Dan sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya perizinan online.

3. Banyaknya Penolakan Aplikasi Online

DEta rekapitulasi laporan perizinan SIUP dan TDP simultan online. pada

bulan Juni 2016 (6 bulan berjalan), Dari trotal 7.554 aplikasi SIUp online,

t€rdepet 321& @2.a7V)ptnotrnnoa.disctufif s€ksei, 3885 (St.45o/+

362 (4,79/o) dalam tahap verifikasi, 97 (1,79/o)batal, I aplikasi error.Data

ini berarti bahwa selama pelaksaoaan perizinan SIIIP/TDP online, hanya

kurang dari setengah jumlah permohonan perizinan yang disetujui.Tiga

alasan utama penolakan yaitu: l) Klasifikasi baku lapangan usaha(KBLI)

tidalc coc,ok 2) Persyarafan doklmeu tidak le.llgkrp 3)Zooasi tidelc sesuai.

Seiflflg dqw p*anfuig,frItya drlg,a oEtolakm t€rus bertffang. Dara

pada bulan Maret 2017 dari 1700 permohonan jumlah izin yang ditolak

sebanyak 300.

Sebuah sistem pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan curlomers. lni

berarti organisasi harus mampu merespons kebutuhan dan keinginan cLstomers

dangan meny'edtakai *ra,tegi dafi sisterfl Wlayaflan tang laqt (Albrccft and

Zemke :1990). Dalam sebuah sektor jasa, proses termasuk ke dalam produk
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karena konsumen berpartisipasi secara langsung dalam pelayanan yang diberikan.

Oleh karena itu keberhasilan dan penerapan inovasi teknologi khususnya pada

front ofice sangat terga[tung pada customer acceptance ( fartda, 2002:76), di

mana suatu teknologi yang diberikan tidak boleh mempersulit konsumen.

TAM merupakan salah satu teori yang sangat banyak digunakan untuk

menjelaskan perilaku p€rgguoa dafarn nrengadopt dan menggurakan suatu

teknologi bart (acceptance). Dalam mo&l ini, niat individu untuk menggadopsi

teknologi baru dipengaruhi oleh persepsi yaitu persepsi kemudahan dalam

menggunakan (Perceived Ease of Use) dan persepsi akan manfaat teknotogi baru

(P e rce ived Usefilness).

Pade saet fuS dalam lier*rr tcntaog teori / modcl p*itrrxm (aeceparcej

telah mencapai perkembangan yang luar bi"sa. Bahkan dalam model terakhir

terdapat UTAUT 2 (Venkatesh, 2012). Namun dalam banyak literatur disebutkan

pula bahwa model TAM masih banyak digunakan untuk mengukur tentang

penerimaan akan suatu telnologi atau sistem informasi. Dikatan prda bahwa TAM

telah mebweti mrsr yrng pe4la&.g. Seoentrre itu masih te,rdrpet berbagei oacarn

kofltradiksi mr&ngm rnemgeloi ftreIiaim setelmtrry4 tran rytelmm saar id,

banyak hal yang menuntun kepada pernbuatan penelitian di masa mendatang (Y

Lee, Kozar, & Larsen, 2003).

Dalam literatur ditem',kan bahwa model TAM memiliki dua keunggulan

dalam menguji atau mengukur tentang penenmaan. Yang pertama TAM

menyediakan model ymg sederhafla untuk merguji faktat-fakrct yatry

menyebabkan penerimaan suatu sistem informasi atau teknologi tertentu. TAM
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mencakup landasan yang sistematis untuk penelitian dan fokus terhadap penelitian

yang tersebar sebelumnya. Standardisasi ini bisa memungkinkan suatu pengujian

dari ternnan atau bisa membaura kepada arti yang lebih besar hasil carrrryran atau

tidak jelas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut

(Y Lee, Kozar, & Larsen, 2003).

Alasan yang kedm adalah TAM rreirberikan aliran penelitian yang

bertujuan dan mengembangkan pengetahuan tentang penerimaan sistem

informasi. TAM memperkuat bidang penelitian sistem informasi dengan ketelitian

dalam penelitiannya. Bahkan dalam bidang pemasaran saat ini sangat banyak

menggunakan teori TAM sebagai landasan teori (Y l*e et o1.,2003).

Dalam jabara* diem telah iliscbutkan rr"ngeaai kermggulan TAM dahrn

pengujian *fifii acceptance tethailap sistem infomrasi. Bahkan penemu dari TAM

original mengatakan:

"it has also provided a starting poinr fu many extensions and elaborations, and
has compared fovorably to qhernotive or competing models of user acceptance."
(Fred Davis, 1989)

Hal tersebut manyat&lon bahwa TAM dapat menjadi titik utama dalam

perluasan dan elaborasi dalam pengunekapan penerirnaan sistem infofinasi.

Peningkatan dan pemumian dari temuan teori dengan berbagai tes dan

penghitungan instrumen akan menyajikan terhadap bidang ilmu disiplin bisnis.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa TAM mampu menyediakan penggambaran

yang masuk akal mengenai niat pengguaan suatu teknologi (Hu, Chau, Liu Sheng,

& Tarl 1999).

Dalam suatu laporan menyatakan bahwa e-government yang user-focused
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dapat membuat layanan elektronik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga

dan dunia bisnis. Sementara pelayanan multi-channel akan meningkatkan

hubungan antan layanan tradisional dan elektronik dalam upya manpromosikan

inovasi pelayanan dan menjamin akses tersedia untuk semua pengguna. Oleh

karena itu pendekatan khusus harus dilakukan dengan mengidentifikasi alur ke{a

pemerintahan yang a&, pada umunrnya schingga dapat membuat altr keda yang

prakis, ekonomis, dapat mengurangi duptikasi dan memastikan pelayanan lancar.

Masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik lagi melalui media

internet, sebagai pemerintah yang membangun system untuk untuk memberikan

pelayanan ini, maka dibutuhkan usaha untuk mengwallesi salah satunya

delrgan menilai efektifitas dmi systcm €-governrn€nt yang elah dibuat. Evaluasi

ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerinfah apakah mereka mampu dalam

memberikan pelayanan elekfionik yang sesuai dengan harapan masyarakat (Gupta

& Jana,2003).

Kualitas e-government yang baik akan membuat interaksi antara warga

negare den ageo agBE pemerintah hnih mudah lancar ,l^'r lebih effrsien, serta

akan menghasilkan aastya ti,filmW Wg balk afiafi Wrle/jtttah dan

masyarakat.sebaliknyakualitas yang buru( dapat memiliki efek yang merugikan

dan dapat menjadi penghalang untuk penggunaan layanan e-government.

Teknologi membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pentingnya

pelaksanaan e-govenmenl melalui ku,alitas website yang yang dapat memberikan

kenyamanan dan kemudahan ffieflgakses informui dafi Wlayaflar e-goterTtmertt

kepada masyarakat. Sebuah web menjadi begitu penting sebagai alat komunikasi
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masyarakat dan pemerintahnya. maka menjadi sangat penting bagi pemerintah

untuk dapat memberikan kualitas pelayanan elektronik yang berkualitas yang

dapat meminimalisir penghalang dan memaksim alkan manfaat dari systern

tersebut.

E-government memberikan pelayanan kepada dunia bisnis, pegawai

pemerintahan dan rnasyarakat, kaena itu dibutulrlran sebuah metode pemberiara

pelayanan yang efektif untuk penyampaian sejumlah informasi yang sangat

besar kepada stakeholdemya. Agar aplikasi berbasis web dapat rnenjadi efektif

perlu untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang

menjadi ukuran penting untuk kesuksesan dari sislem e-government.

DeDgan b€rtitik tolak pade hal tersebr* atiats moka peDcliti terrarik ul*r*

menganalisis faktor-faktor aps saja yang mernpengaruhi kesuksesan sistem

perizinan elektronik yang disediakan oleh DPMPTSP Dengan menganalisis

faktor-faktor apo saja yang mempengaruhi kesuksesan sistem perizinan elektronik

yang disediakan oleh DPMPTSP peneliti ingin mengetatrui sejauh mana

kesuksesan icrplernentesi perizinaa elelrronik yang teletr diinvesbsikas dale$r

jumlah besar t€rsdut dsi'Et digtilr/kfr ffita Wflar ateh fidsytrdhJlt sesuai

aturannya, sehingga organisasi pemerintahan DPMPTSP dapat meningkatkan

kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat

khususnya di bidang perizinan.

Kunci untuk membuat e-govenunent dalam bentuk G2C (Government to

Citizen) sttkses dan berhasil ddak hanya terguttung dri tekflalogi tel@lpi jttgd

dari masyarakat (Akman, Ali, Mishra & Arifoglq 2005) karena itulah penelitian
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ini fokus dengan mengukur kesuksesan G2C e-government da.i perspektif

masyarakat. Pengukuran kesuksesan ini akan dilakukan dari perspektif pengguna

layanan elektronik sebagai aktor utzma dalam penggunaan systern perizinan

elektronik.Disisi lain e-government juga mendorong terbentuknya sistem Go<.rd

Governance pada sistem pemerintahan. E-Government merupakan salah satu

strategi Pemda DIil dalarn menci@kar Gmd Gwenmnce. Definisi good

govemance menurut LAN dan BPKP (2001:6), yaitu: "penyelenggaraan

pemerintah negam yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif

dengan menjaga kesinergian interalsi yang kontruktif diantaranya domain-domain

negara, s€klor swasta dan masyarakat ( society)" .

Manfaat dori penelitiur ir$ ad&l&h nchlndran pensujiln terhndap

penelifian yang bersifat less studied. Pada saat ini perrclitian dengan teon

Technologt Acceptance Model (TN/f) dengan konteks Aplikasi perizinan

Elektronikdi Dinas Penanaman Modan dan Pelayananan Terpadu Satu pintu

(DPMPTSP) DKI Jakarta masih cukup jarang dilakukan, sehingga hasil temuan

deri peaelitiaa iui .kat rne*rberikan menfaet terhadep tambahrn lileratur

penelitian yang wdal. ada.

Disamping itu hasil temuan dari penelitian ini akan bermanfaat terhadap

operasional dari penggunaan Aplikasi Perizinan Elektronik di Dinas Penanaman

Modan dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Selain

itu peneliti mencoba untuk mengkonfirmsi berbagai temuan hubungan antar

variab€l yang terdaqt daldnt ntodel TAM sepertr yarg srr&rh dikernrlkak an diaus.



12

1.2 Perumusen Mesalah

Dari data yang mengajukan pemohonan izin melalui perizinan etektronik

jumlah jenis izi'r. yang dilayani melalui r,nzinan online pun terus meningkat dari

tahun ke tahun. Dari data capaian pelaksanaan PKT tahun 2018 tercatat 43,755

pemohon sebagai calon usaha baru atau yang sudah berjalan yang terdaftar

sebagrdi pffierta PKT hanya 2,O7Vo rrya yfiE teffi bcrhasil mernperoleh legalitas

perizinannya (IUMK). Dari pencapaian ini terlihat bahua masyarakat belum

menerima dengan baik kebijakan dari sistem perizinan online ini, perlu dilihat

dan berbagai aspek dikarenakan penilaian kualitas suatu system informasi yang

efektif sulit dilalrukan dengan hanya melakukan perhitungan langsung seperti

biaya yang eli.keluarkan, jrdah penggum d*n lairlain Ke*rtitan delanr menilai

kesuksesan dan efektifitas ini mendorong banyak peneliti melakukan penelitian

dan mengembangkan model-model untuk menilai kesuksesan system informasi

dengan banyak dimensi.

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah disebutkan mendorong

peneliti unhrk menelirli sgrsuh m.ns Efelrifrtas adaptasi pelalor UMKM di J.karts

Timur &ri rrr4ggtiltdl Aplikasi PedzinenBlektromk di Dinas Peruflamafl Modal

dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarts. Berdadasarkan

uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah;

l. Mengetahui pngaruh Perceived Ease Of Use terhadap Perceived (lsefulness.

2. Mengetahui pengaruh Perceived Usefulness terlndap Attitude Tbward Use.

3. Mengaabui pngaruh Perceived Ease O/ Use tefuadap Attitude Toward l/se.

4. Mengetahui pnganlJl, Auitude Toward Llselerhadap Behtvioral lntention
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5. Mengetahui penganth Perceived Usefiitness terhadap Behoworal Intention.

6 Mengetahui petganth Perceived Ease Of Useterhadap Behaworal Intentiorl

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Efektifitas dari penggunaan Aplikasi perizinan

Elektronik dipemerintah Provinsi DKI Harta o'leh pelaku Ln fl(M sebagai trsrr

dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan system

perizinan elektronik yang disediakan oleh DPMpTSp yang selanjutnya akan

digunakan sebagai acuan untuk perkembangan dan evaluasi e-Goyernment kolz

Jakarta. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berilftS. Pado penelitian ini peneliti m€n€oba rrengmelisis variabcl ddun teori

Technologt Acceptarce Model (TAN\ rr,na ftansporfasi berbasis aplikasi, yaitu:

L Menguji pengaruh Perceived Ease Of Use lerhadap perceived {Isefulness.

2. Menguji pengaruh Perceived (Jsefulness terhadap Attitude Toward (Jse.

3. Menguji Wngn)h Perceived Ease Of Use terhadap Attitude Toward IJse.

+.lttenguji pea,guuh Ntitud. Towanl (lsrlc*ludr4- Behevioral Intention

5. Meng4i r€ngarfu Pelcefi,ed Ussfalfiesly terfisw Behdvtdrdt btteflttofi.

6. Menguji pengmth Perceived Ease Of Use terh"dap Behavioral Intention.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelihan ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teontis,

maupun manfaat secara pral'.tis, yairu:
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1.4.1 Menfaet Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secam teoritis, yaitu:

l. Bagt akadernisi, penelitian ini dapat menambah kajian dasar dari proses

Analisis TAM pada perizinan online pada UMKM di Provinsi DKI

Jakarta.

2. Penelitiam ini dapat dijadikan dasar unfid( penelitian lebih lanjtrt

mengenai strategi pemerintah dalam mendorong hrmbutnya pelaku usaha

UMI(M dalam hal mendapatkan perizinan dengan sistem yang terdigitasi.

1.4.2 lYanfaat Praktis

Dalam penelitian ini dihorapkan memiliki manfaat secara praktis, yaitu:

L Bagi Pemerintah DKI Jakarta, tesis dapat memberikan altematif

pandangan unlgfu gysluesi pada penerimaan pengusaha UMKM terhadap

perizinan online yang dilakukan Dinas PTSP Provinsi DKI Jakana .

2. Bagi Penulis, laporan tesis sebagai syarat menyelesaikan studi program

magister man{ernen diUniversitas Negeri Jakarta.


